WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 22 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA CIREBON BAGI TK NEGERI, SD/MI NEGERI, DAN
SMP/SMPT/MTs NEGERI KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA CIREBON

Menimbang : a. bahwa Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Cirebon telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota
Cirebon Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon bagi TK
Negeri, SD/MI Negeri, dan SMP/SMPT/MTs Negeri
Kota;

b. bahwa besaran kuota anggaran Bantuan Operasional
Sekolah yang dialokasikan pada Tahun Anggaran
2019 mengalami perubahan, maka perlu dilakukan
penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota Cirebon tentang
Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon
Nomor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Cirebon Bagi TK Negeri, SD/MI Negeri, dan SMP/
SMPT/MTs Negeri Kota Cirebon;



Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota besar dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,
Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimew Yogyakarta
(Berita Begara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang
Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17
Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang
Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di
Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 551);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar

Nasioanal Pendidikan (Lembaran Negara Republik



10.

11.

Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang
Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan  dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5157);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri



12.

13.

14.

15.

16.

17.

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30
Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Biaya
Pendidikan kepada Peserta Didik yang Orang Tua atau
Walinya Tidak Mampu membiayai Pendidikan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 545);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2018 Nomor 465);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62
Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan
Operasional Sekolah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 807);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Buku yang Digunakan
oleh Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 351);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis
Bantuan Operasional Sekolah (Berita Negara Republik



